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KEFPALA UNIT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN (UPT PRODUKS]I BENIH TPHP)
DINAS PERTANIAN KABUPFATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rngka mewujudkan penyclenggaraan pelavanan publik sesuni
dengan  asas  penvelenpgarnan pemenintahan  yang baik, dan  guna
mewujudkan terciplanya pelayanan prima bagi masyamkat, maka selinp
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelavanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kepussan dan
kualitas penyelenggorasn pelayonan dimaksud huruf a, maka perly
ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana

Teknis Produksi Benih TPHP Dinas Pertanian: Kabupaten Tulungagung.

2]

Mengingat :a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Peloyanan Publik (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Pernturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

¢. Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1992 temang Sistem
Rudidava Tanaman;

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/ Permentan/OT.140/8/2007 tentang

Pelaksanann Sistem Standarisasi Nosional di Didang Perlanian;
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FENDANULUAN

Soalitas pelasainan dalam berbaga aspek menjadi salah smn penghubing wtama
hepvanaan wasvaakat wihadap pemerintah, Uik in wpaya peninghatan kupfins
pelavanay s bbb sevan honsisten dengan memperhatihan kebutshaon dan
hangpan nueyakal sehigga pelinanan pemerintah hepada masyarakal dupat dibenikan
SN s, eepat, tepal, b, sededbiwa dan mdah dilaksanakan sera tidak

skt

Pelavanin publih pada dasamya mensanghat aspeh kehidupan yang sangat hans,
Paland hebntupan bommegan maba pemerinab memiliki fmgsl memberihin berbagni
el anan dalam benok pengatman ataspin pelavaman-pelayaman liin dalam rangha
ahenkiithe kebutihan massashat. Pelavanan publik oleh aparaiue pemerintah dewnsa ind
telaby et isu stetegis, Rarena tinghat kualits kinerga pelayanan publik akan menentukan
Bk burvkaya pelasanan hepada masyarahat dan pada gilimnnya akon menentukon citea dor
aparatur Negar

Nerbagai keluhan mayarakat mas rendahnya kineria relayanan yang diberikan oleh
aparane pemenintah baik pelavanan dibidang  1eknis, maupun administrasi - termasuk
pelayanan oleh Badan Usaha Milik Negar’ Dacrah, perla sepera dlupayakan perbaikannya,
Keluban masyarakat vang tidah segem di respon oleh pemerintah akan dapatl menimbulkan
via yang kurang baik terhadap mennmunnyn tinghnt Kepercayaon masyamkat. Oleh karena
i upaya peninghatn hualitas pelayanan Lepada miasyarakot merupakan kegiatan yang harus

dilaksanahan sevarm tems menems dan berhelunjutan oleh seiua jajarn aparatur dacrah.

Salah satu upaya unuk meninghathan kualitas pelayanan publik, sehagaimana yang
dinmanathan dalam Undang-undang No. 25 wghan 2009 tentang Pelayanan Publik Pasnl 38
ayat | dimaa penyvelengpnm berkewnjiban melakukan penilainn Kinerja penyelenggarnnn
pelasanan publih secarn berhala, disamping uidang-undang yang menjadi dasar untuk
welabsanabon Standar Pelaynnan Publik sdalah Persturan Mentert Pendayngunann Aparatur
Negara dan Reformasi inohrsi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan
bahwa setiap penvelenggan  pelayiman publik  wajib - menyusun, meneinpkan, dan
meneraphan Stndar Pelavanm serin menctaphan Moklumat  Pelayanin dengan

memperhatihon kemumpuan penyelengpars, kebutahin nusyamkat, dan kondisi lingkungan.
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Standar Pelayanan menjadi salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mulu
pelayanan. Adanyn Standar Pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasn pelayanan
untuk dapat membenkan pelayanan vang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam
Standar Pelayvanan ini dapat terlibat denpan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan,
prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, schingga petugas
pelavanan memahami apa yang scharusnya merekn lnkukan dalam memberikan pelayanan.
Masynrakat sebagai pengguna jasn pelayanan juga dapat mengetahoi dengan pasti hak dan
kewajiban apa yang harus mercka dapatkan dan lakukan uniek mendapatkan suatu jasa
pelavanan, Standar Pelayanan jupa dapat membantu meningkntkan transapansi dan
akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakot dapat terbantu
dalam membunt suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan

yang sesuti dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan

memperhatikan prinsip:

1. Sederhana.
Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuli, mudah dilaksanakan, mudah
diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkou bagi masyarakat maupun
penyelenggara.

2. Partisipatil.
Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkail untuk
membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil
kesepakatan.

3. Akuntabel.
Hal-hal yang diawr dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan,

4. Berkelanjutan,
Standar Pelayanan harus terus-mencrus dilakukan perbaikan scbagai upaya peningkatan
kualitas dnn inovasi pelayanan.

5. Transparansi.
Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat,

6. Keadilan,
Standar Pelayanan harus menjamin bahwa peloyanan yang diberikan dapat menjangkau
semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarnk lokasi geografis, dan perbedaan
kapabilitas fisik dan mental.
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Kompenen Standar Peloyanin sehapnimana diatur dalarn Undang-Urelang Hesnen 25
Tahun 20009, dalarm peraturan o dibedakan menpadi dia bagian yaitg
A. Komponen Standar Pelayanan yany terkait dengan proses penyampmian pelayanan (seevioe
point) meliputi:
I. Persyaratan,
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3, Jangka waktu pelayanan;
4. Binyaianl;
5, Produk peclayanan;
6. Penanganan penpaduan, saran don masukanfapresiasi,
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan  pelayanan
(manufacturing ) melipuli;
|. Dasar hukum;
2. Sarana don prosarana, dan/atog fasilias:
3. Kompelensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlzh pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan kesclamatan pelayanan;

B. Evaluasi kinerjn pelaksana.

Dengan menerapkan Standar pelayanan publik yang baik dan sesuai aturan,
diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pertanfan Kabupaten
Tulungagung dapat menghasilkan kepuasaan masyarakal sebagai pihak yang menerima
pelayanan. Dalam penyelengparaan pelayanan publik, penyelenggara dituntut  untuk
menerapkan prisnsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari
pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai
dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat, dan semoga
pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.
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VST MIESEDAN MAKLUMAT PELAYANAN IMUBLIK
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

= VISl

"TERWUIUDNYA PERTANIAN DAN PERKENUNAN YANG
BERWAWASAN AGRINSNIS BERKELANJUTAN, KEMANDIRIAN
SERAGALUPAYA PENINGRATAN KESEJANTERAAN MASYARAKAT
vANI

« MIiSI

L MENGELOLA SUMBERDAYA ALAM PERTANIAN DAN
PERKEUUNAN SECARA OPTIMAL DAN NERKELANJUTAN;

I, MEMPERLUAS JANGRAUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN
PERKENUNAN MELALUI MVERSIFIKAS] TEKNOLOGI
SUMBERDAYA, FRODUKST DPAN KONSUMSI YANG BDERDAYA
SAING;

Yo MENGOPTIMALKAN AGRINISNIS UNTUK MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM BERUSAHATANI DAN
PENDAPATAN MASYARAKAT TANL.
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MAKLUMAT PELAYANAN

KAML  BERIANIT DAN SANGGUD UNTUK MELAKSANARAN
FELAYANAN SESUAT DENGAN STANDAR PELAVANAN]

» RKAME NERIANIT DAN SANGGUE UNTUK MEMUERIKAN

PELAYANAN  SESUAL  DENGAN  KEWANRAN - DAN  AKAN
MELAKUKAN PERDBAIKAN SECARA TERUS MENERUS;

« KAMI  DERSEDIA  UNTUK  MENERIMA  SANKST  DANATALU

MEMBERIKAN  KOMPENSASDE  APANILA  PELAYANAN  YANG
DIBERTKAN TIDAK SESUAT STANDAR.

Tulingapung, 30 Junuard 2024

~2 " Pembing
NI, 19740623 200801 2 004
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STANDAR PELAYANAN
500.6/138.1 /33.0172024

STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
BENIH PADI UNGGUL

A. SERVICE DELIVERY

Mo. Unsur Stander Pelavanan

I. | Persyaratan I. Petani. Kelompok Tani dan Gabungan

Kelompok Tani atau kios pertanian.

| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur I. Pelanggan menyampaikan informasi kebutuhan

Pelayanan benih;

2. Petugns pengelola informasi dan dokumentasi
(PPID) merckam informasi kebutuhan benih;

3. Pewugas Penpelola Informasi dan dokumentasi
(PPID) menkenfirmasikan ketersediaan benih
kepada Pengelola gudang:

4. P'elanggan melakukan pembayaran benih yang
dipcsan kepada Bendoharn Penerimaan dan
Bendahara Penerimaan membuatkan  kuitansi
pembayaran;

3. Petugas Pengelols Informasi dan dokumentasi
(PPID) mengkomunikasikan pesanan benih ke
manajer gudang;

6. Pengelola gudang menyiapkan benih sesuai
pesanar;

7. Petugas Penpelola Informasi dan dokumentasi
{PPID}Y) memastikan realisasi pesanon oleh
pengelola  pudang sesual pesanan  kepada

pelanggan.
3. | Jangka wak pelayanan | jam
4. | Biaya'tarif -
S. | Produk pelayanan I. Benih Padi Ungeul
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